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KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 307 /Kep. Bup/BKPSDM /2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional
karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional dapat
diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir
apabila tersedia lowongan jabatan;

bahwa Pegawai Negeri Sipil Sipil yang namanya tersebut dalam
lampiran keputusan ini telah diberhentikan dari Jabatan Fungsional
Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6340);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata
Laboratorium Kesehatan, Epidemolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan,
Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat,
Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis,
dan Teknisi Elektromedis;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1763);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
526);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 155);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
765);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5).

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pembentukan, Susunan Organsasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 11).
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1.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter
dan Angka Kreditnya.

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor
800/2246/UP/Dinkes Tanggal 03 November 2022 Perihal Usulan
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional
Kesehatan a.n. dr. H. Ahmad Putra, M.Kes dkk sebanyak 4 (empat)
orang.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana kolom 2
dalam Jabatan Fungsional sebagaimana kolom 7 dengan angka
kredit sebesar sebagaimana kolom 9 lampiran keputusan ini.

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU diberikan gaji pokok dan tunjangan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli petikan keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Juli 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

Salinan s eruai denganasinga
EEPALA BAGIAN HUEUM SEERETARIAT DAERAH
EAETUPATEN TANJUNEG JAEUE EARAT

AGUS STUMANTRI. SHI MH

ANWAR SADAT

HIF. 1SETOE11 201101 1 D1




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 307 /Kep.Bup/BKPSDM/2023
TENTANG : PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN
PANGKAT /
TEMPAT, JABATAN | JABATAN ANGKA | TUNJANGAN
NO NAMA NIP TGL LAHIR GOL. LAMA BARU UNIT KERJA KREDIT JABATAN KET
RUANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dr. CHANDRA 19681024 | Medan, Pembina Analis Dokter Ahli Puskesmas Bukit Peneanckatan
1 | OCTAVIANUS 200604 1 | 24-10- IV/a > | Layanan Pertama Indah Kec. Muara 150,000 | Rp. 325.000,- I(gem%ali
SIREGAR, MKM 005 1968 Umum Papalik
dr. A SURYA 19750801 | Singa, . Analis . | Puskesmas Rantau
2 | DHARMA 200501 1 | 01-08- Pegl;‘;ma’ Layanan PDorlzt‘:; ABli | B dak Kec. Muara | 150,000 | Rp. 325.000,- Penéa;%kitan
GINTING, MKM 008 1975 a Umum ertama Papalik emba
RUDIANSYAH, 19711220 T?IUk Penata Tk.I, Analis Perawat Puskes“mas Rawat Pengangkatan
3 SKM 199203 1 | Nilau, 20- 1m/d Layanan Mahir Inap Pijoan Baru 124,089 | Rp. 265.000,- Kembali
003 12-1971 Umum Kec. Tebing Tinggi

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
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ANWAR SADAT




